BAB I
PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang

Perkembangan dari suatu kota berkaitan dengan pertumbuhan pada
populasi penduduk. Salah satu penyebab eskalasi penduduk dalam sebuah wilayah
kota adalah tingkat tingginya perpindahan warga desa ke daerah perkotaan atau
disebut urbanisasi. Tingginya urbanisasi dapat meningkatkan jumlah wilayah
kumuh di lingkungan perkotaan (Budihardjo, 1997). Akibatnya, muncul sumber
masalah yang merubah sebuah kampung kota menjadi pemukiman kumuh, yang
mencakupi terbatasnya pelayanan berbasis publik seperti: tidak tersedia tempat
pembuangan sampah, tidak adanya ketersediaan air bersih,dll. Keberadaanya
suatu kondisi kumuh sering-kali terdapat di negara yang sedang berkembang.
Penyebab perpindahan penduduk desa ke kota yang sangat pesat, khususnya di
negara-negara berkembang seperti Thailand, Malaysia, dan Indonesia, adalah
karena adanya pengaruh dari globalisasi dan moderenisasi (Evers dan Korff,
2000). Pengaruh ini menimbulkan dampak terhadap pertumbuhan dan
perkembangan pesat di bidang perekonomian yang mempengaruhi struktur
budaya secara politik dan sosial. Perkembangan tersebut dalam pandangan Evers
dan Korff (2000) dapat dikaitkan dengan melonjaknya tingkat penduduk di kota
yang kemudian dapat menjadi awal dari munculnya sebuah kampung kota, dan
awal dari masalah yang mengikutiya.

Kutipan dari pidato pengukuhan " prof. Ir. bakti Setiawan(2013),
mengatakan bahwa kampung kota kumuh-adalah -pemukiman tingkat rendah yang
dibangun secara -informal, disebut seperti demikian karena daerah tersebut
biasanya dibentuk tanpa adanya perencanaan infrastruktur dan jaringan kepada
ekonomi kota. Pidato tersebut juga menetapkan bahwa istilah kampung kota
mempunyai lebih dari satu julukan, diantaranya adalah: informal settlement,

illegal settlement, slums atau spontaneous settlement/shelter.



Menurut dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
(2016), untuk menghuni lingkungan yang tidak layak dan tidak memenuhi standar
pelayanan minimal seperti mutu pelayanan air minum, drainase, limbah, sampah
dan juga keteraturannya bangunan yang rendah bukanlah sebuah keputusan, tetapi
tindakan yang terpaksa bagi kelompok bergolong MBR (Masyarakat
Berpenghasilan Rendah). Sebuah kampung kota kumuh, sesuai dengan yang
ditetapkan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, dapat
menimbulkan perspektif negatif masyarakat dalam atau luar terhadap peran
pemerintah dalam penanganan penghidupan warganya. Terlebih lagi, dapat
meningkatkan resiko terjadinya kebakaran dan kriminalitas serta penurunannya
kedisiplinan dan ketidaktertiban dalam susunan sosial yang sudah diciptakan.

Berdasarkan PERMENPERA (Peraturan Menteri Negara Peraturan
Rakyat) republik Indonesia bab 1 pasal 1 tahun 2017, tertulis bahwa Rumah Tidak
Layak Huni, yang selanjutnya disebut Rutilahu, adalah tempat tinggal yang tidak
memenuhi syarat kesehatan, keamanan, dan sosial. Adapun indikator hunian layak
antara lain adalah: adanya struktur bangunan yang kokoh untuk keselamatan
penghuni, adanya sanitasi dan ketersediaan air bersih, dan ketersediaan luas ruang
per orang vyaitu 7,2 m’. Pemerintah sendiri sudah memberikan bantuan yang
disebut “rehabilitasi sosial rutilahu” yang ditujukan kepada fakir miskin yang
mempunyai kartu identitas diri atau kartu keluarga dan memiliki rumah di atas
tanah milik sendiri yang dibuktikan dengan sertifikat. Namun, faktanya adalah
penghuni kampung kota kumuh biasanya tidak mempunyai bukti sertifikat
kepemilikan tanah yang membuat mereka akhirnya dapat digusur tanpa
perlawanan. Penanganan pemerintah akan kawasan kumuh meliputi penyediaan
sanitasi, tempat sampah, pembuangan limbah, ketersediaan pos keamanan dan
balai warga.

Untuk mengetahui masalah kekumuhan dalam suatu wilayah, diperlukan
adanya indikator akan pemukiman kumuh. Indikator tersebut antara lain
keteraturan bangunan, pengelolaan sampah, pengelolaan air limbah,dll. Setelah
itu, dilakukukan identifikasi kondisi terhadap tapak yang diperoleh. Untuk

melakukan upaya penanganan terhadap kampung kota kumuh, perlu diketahui



kondisi yang nantinya akan merujuk pada masalah yang dialami kampung. Tipe-
tipe peremajaan ada 3 Vyaitu, redevelopment, rehabilitasi dan regenerasi.
Peremajaan berupa pembangunan kembali (redevelopment) adalah tipe
peramajaan dengan menghancurkan bangunan eksisting dan membangun kembali
bangunan yang layak huni. Dalam prosesnya, pemukiman kembali biasanya
memerlukan adanya penggusuran. Lalu rehabilitasi yaitu, peremajaan yang lebih
berfokus terhadap pengelolaan sistem kampung. Proses rehabilitasi dilakukan
pada kampung yang mempunyai struktur bangunan yang baik tapi, mengalami
penurunan kualitas akibat pengelolaan yang buruk. Berikutnya, regenerasi yang
merupakan gabungan antara pemukiman kembali dan rehabilitasi. Dalam proses
regenerasi, pemukiman kembali dilakukan pada bangunan yang tidak dapat
diselamatkan melalui rehabilitasi. Sedangkan beberapa bangunan eksisting
dipertahankan agar tidak mengubah identitas kampung.

Proyek peremajaan kampung kota kumuh pernah dilakukan pada
Kampung Deret Petogogan dimana peremajaan yang dilakukan berfokus terhadap
perbaikan fisik bangunan. Perbaikan ini dilakukan untuk mengubah bangunan
menjadi bangunan layak huni. Dalam proyek Kampung Deret Petogogan,
peremajaan yang dilakukan hanya sekedar membangun kembali perumahan yang
layak huni tanpa mempertimbangkan komunitas warga kampung. Padahal,
peremajaan kota saat ini berfokus menuju komunitas yang berkelanjutan. Dalam
PERMENPERA bab 1 pasal 2 tahun 2017, dijelaskan bahwa peremajaan
seharusnya bertujuan untuk mengembalikan keberfungsian sosial, meningkatkan
kualitas tempat tinggal, dan berkelanjutan dengan cara perbaikan kondisi rumah
dan sarana prasarana lingkungan. Sedangkan, prinsip pengembalian keberfungsian
sosial tidak direalisasikan terhadap revitalisasi, berakibat munculnya dampak
terhadap komunitas warga kampung pasca pembangunan. Salah satu aspek dalam
berkelanjutan adalah komunitas dimana lebih berbicara tentang partisipasi
komunitas (warga kampung kota) pada tahap proses perencanaan. Komunitas
yang berkelanjutan dapat memberi kesempatan untuk menikmati standar hidup

yang tinggi (sassi,53).



Salah satu bentuk peremajaan kampung kota yang tidak berpedoman terhadap
komunitas dapat dilihat pada pemukiman kumuh di Semarang. Adanya isu tentang
citra kampung kota yang kumuh, membuat pemerintah ingin melakukan
sayembara berupa revitalisasi. Ide datang dari seorang guru yang ingin membuat
kampung warna - warni dengan cara memberi warna pada muka bangunan.
Revitalisasi ini akhirnya direalisasikan oleh pemerintah melalui 2 tahap yaitu,
tahap pertama dengan mengecat seluruh luasan Kampung Pelangi yang berjumlah
325 rumah. Lalu dilanjutkan dengan tahap kedua berupa perbaikan drainase
sungai dan dibuat jalur pedestarian di belakang Pasar Kembang sehingga
wisatawan bisa jalan-jalan di sepanjang jalan inspeksi. "Jika hospitality dibangun,
fasilitas kampung diperbaiki, aktivitas keguyuban warga diperkuat, ini bisa
menjadi destinasi wisata, desa wisata, dan bangun homestay," kata Menpar Arief
Yahya (CNN Indonesia, 2017). Namun, permasalahan muncul ketika hilangnya
ruang bagi komunitas (warga kampung kota) untuk berkumpul dan tidak
tersedianya lahan bagi warga untuk melakukan pelatihan karena revitalisasi
berupa peremajaan yang dilakukan hanya mengubah wajah dari bangunan, tetapi
tidak mengubah bentuk fisik bangunan. Pentingnya ruang bagi komunitas dapat
membentuk interaksi sosial yang terjadi pada komunitas dan menambah
keterampilan bagi komunitas untuk bertahan hidup. Keterlibatan masyarakat harus
bertujuan untuk menyerahkan sebagian atau seluruhnya kendali atas
pengembangan dan pengelolaan proyek kepada masyarakat setempat. Proyek
mungkin gagal karena pembangunan terasa seperti pemaksaan dan dibenci oleh
penduduk, atau mungkin bukan apa yang diperlukan di daerah tersebut (sassi,
2006: 56).

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bertujuan untuk
mewujudkan desain peremajaan kampung kota yang mempertimbangkan
kebutuhan ruang komunitas warga kampung. Penelitian ini ditujukan untuk
mengetahui peran komunitas (masyarakat kampung kota) terhadap proses
perancangan. Dengan mempertimbangkan kebutuhan ruang bagi komunitas,

diharapkan warga kampung yang akan terkena dampak mendapatkan ruang untuk



beraktivitas yang lebih efektif. Sehingga, kampung kota dapat menjadi wadah
bagi warga untuk lebih berkembang.
1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang yang telah dibahas di atas,
menghasilkan rumusan masalah berupa pertanyaan:
1. Apa saja aspek penting dalam melakukan peremajaan kampung kota?
2. Bagaimana cara melakukan peremajaan dalam kampung Petojo Utara
melalui peremajaan kota?
1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, muncul tujuan dari penelitian
yang ingin melakukan peremajaan kampung kota berbasis komunitas
berkelanjutan sebagai solusi dari permasalahan kampung kota kumuh, oleh karena
itu tujuan penelitian adalah :
1. Mengetahui aspek penting dalam melakukan peremajaan kampung kota
2. Mengetahui bagaimana cara melakukan peremajaan dalam kampung kota
melalui peremajaan kota
1.4. Manfaat Penelitian

Peneletian yang dilakukan memiliki manfaat untuk pembaca yaitu
mengetahui bagaimana cara melakukan peremajaan kampung kota yang berbasis
terhadap komunitas keberlanjutan, memberikan solusi kampung kota kumuh
melalui revitalisasi dengan mengkolaborasikan peran komunitas warga kampung
kota dalam proses perancangan, dan penelitian ini dapat menjadi pertimbangan
dalam perencanaan rancangan revitalisasi kampung kota kumuh yang berbasis
pada komunitas berkelanjutan.
1.5. Sistematika Penelitian
Karya ilmiah ini akan disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

1. Bab | Pendahuluan berisi judul, latar belakang penelitian yang
memaparkan fenomena yang terjadi dalam kampung kota kumuh, rumusan
masalah sebagai batasan penelitian, serta tujuan dan manfaat penelitian.

2. Bab Il Kajian Teori berisi uraian kampung kota mengenai faktor - faktor

munculnya kampung kota, indikator kadar kekumuhan. Kemudian uraian



tentang kampung kota, factor munculnya kampung kota, indikator
kekumuhan, dan tipologi kampung kota. Dilanjutkan dengan uraian
peremajaan kota, yang menyangkut sejarah, tujuan, manfaat, metode, dan
pendekatan komunitas berkelanjutan beserta dengan studi kasusnya.

Bab I11 berisi tentang observasi objek studi, hasil wawancara dan uraian
tentang potensi peremajaan pada kampung kota.

Bab IV berisi tentang konsep perancangan peremajaan kampung kota yang

berbasis pada komunitas berkelanjutan.



